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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Reni Wijayanti binti Bahar AM, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan karyawati di BUMD PT Bank SulSelBar belopa,
tempat kediaman di BTN puri. asri pratama blok D No. 20, Desa
Belopa, Kecamatan belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan,

Sapri bin Umar Wanno, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Dusun Pengka salu, Desa
Wara, Kecamatan kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada
hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dengan register perkara Nomor
44/Pdt.G/2019/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:.

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2011 Masehi bertepatan

dengan tanggal 9 Rajab 2011 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Palu, Kabupaten
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Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 121/16/VI1/2011, tertanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Palu,
Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggu gat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di
BTN Beringin Permai (Pabburinti) Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa
Utara Kabupaten Luwu selama 10 bulan, kemudian pindah dan
bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Dusun
Pengka salu, Desa Waran, Kecamatan kamanre, Kabupaten Luwu,
selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah
sendiri di BTN puri. asri pratama blok D No. 20, Desa Belopa, Kecamatan
belopa, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 tahun lamanya.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2
orang anak masing-masing bernama :

1. Resa aditya bin Sapri, Umur 7 tahun.

2. Rafifa Nayla binti Sapri, Umur 4 tahun.

Anak Pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut dengan
Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan 10 tahun 2011 antara Pemohon
dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan
oleh:

- Adanya perbedaan prinsip antara Tergugat dan Penggugat
- Tergugat sering berkata kasar dan sekali memukul Penggugat.
- Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan wanita lain.
- Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap
Penggugat.
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Karyawati pada Kantor PT Bank

sulselbar Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk bercerai
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berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SR/ 009/B/BLP/I/2019/ yang
dikeluarkan oleh Pimpinan PT Bank SulSelBar cabang Belopa bernama
Andi Asrullah Nihayat, 11 Januari 2019.

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan
hal tersebut di atas lalu Tergugat sudah mengucapkan cerai kepada
Penggugat, yang berjalan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah
sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah
berjalan 1 bulan lamanya dan sebelum itu Tergugat dan Penggugat
sudah pisah ranjang sebayak dua kali pada tahun 2015 dan 2017.

7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Belopa, mohon untuk menyampaikan salinan putusan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat

dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sapri bin Umar Wanno)
terhadap Penggugat (Reni Wijayanti binti Bahar AM)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk
menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
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Subsider
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun
dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik
Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan
kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai
pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah
kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak
hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu
maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.
271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali,
S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut
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dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis,
S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Helvira, SHI Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI
Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  180.000,00

- Redaksi 'Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.
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